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ABSTRACT 

Medical personnel are indicated to abuse their power and authority by 

committing ethical violations packaged in the form of cooperation or receiving 

gratuities from pharmaceutical companies. This gratification practice is carried out 

so that medical personnel commercialize or promote products in the form of drugs 

produced by pharmaceutical companies, so that medical personnel get incentives. 

The main purpose of this research is to find out the rules regarding medical 

personnel who receive gratuities and to find out the responsibilities of medical 

personnel who receive gratuities from pharmaceutical companies. The benefits of this 

research are for the development of legal science, especially in criminal law and are 

expected to be useful and provide input on all forms of gratuities committed by 

medical personnel. This type of research uses normative juridical methods that are 

prescriptive in nature with the method of the Legislation Approach (Statue Approach) 

and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Using primary and secondary 

legal materials by inventorying and conducting literature studies and using 

prescriptive legal material analysis techniques. 

The conclusion of this study is that legally, giving gratuities to ASN medical 

personnel is a prohibited act and can be punished for violating Article 12 B of Law 

Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning 

Corruption Crimes. Meanwhile, non-ASN medical personnel cannot be criminally 

punished because there is no regulation. Although in the PTPK Law there is no 

criminalization of bribery perpetrators in the private sector, it does not mean that 

Indonesia does not have criminalization arrangements for bribery perpetrators in the 

private sector. Non-SNP medical personnel can be held accountable in accordance 

with Article 3 of Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery. However, 

ethically, both medical personnel who are ASN and non-ASN or private can be held 

administratively liable in the form of Advisory, Oral warning, Written warning, 

Behavioral coaching, Reschooling (education / retraining), Temporary dismissal and 

revocation of practice license for violating Article 3 of the Indonesian Code of 

Medical Ethics (KODEKI). 

Kata kunci : Medical Personnel, Gratuities, Pharmaceutical Companies 
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ABSTRAK 

Tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang 

dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama 

atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi ini dilakukan 

guna tenaga medis mengkomersialisasikan atau mempromosikan produk berupa obat 

hasil produksi dari perusahaan farmasi, sehinnga tenaga medis mendapatkan insentif. 

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan tentang 

tenaga medis yang menerima gratifikasi serta mengetahui tanggung jawab tenaga 

medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Manfaat penelitian ini 

untuk perkembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana dan 

diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan terhadap segala bentuk 

gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis. Jenis penelitian menggunakan metode 

yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang- 

Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan 

melakukan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis bahan hukum yang 

bersifat preskriptif. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah secara hukum, pemberian 

gratifikasi terhadap tenaga medis ASN merupakan perbuatan yang dilarang dan bisa 

diancam pidana karena melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. Sedangkan terhadap tenaga medis non ASN tidak dapat diancam 

pidana karena tidak ada pengaturannya. Meskipun pada UU PTPK tidak terdapat 

pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta, bukan berarti Indonesia tidak 

memiliki pengaturan pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta. Tenaga 

medis non ASN dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan Pasal 3 Undang- 

Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Namun secara etik, baik 

tenaga medis yang berstatus sebagai ASN maupun non ASN atau swasta dapat 

dimintai pertanggungjawaban administratif berupa Penasehatan, Peringatan lisan, 

Peringatan tertulis, Pembinaan perilaku, Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang), 

Pemecatan sementara dan pencabutan izin praktik karena melanggar Pasal 3 Kode 

Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 

Kata kunci : Tenaga Medis, Gratifikasi, Perusahaan Farmasi 
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